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ABSTRACT This article aims to describe the implementation 
of community-based approach of Kampung Tangguh 
Semeru community as a strategy to address the crisis which 
emerged following the covid-19 outbreak. This approach 
requires the participation of community members to prevent 
the transmission of the virus and overcome the impacts 
of the pandemic. This participation can be assessed by 
investigating the extent to which these members were 
involved in the implementation of the community-based 
approach. This research was conducted in Boroagum 
Village, Magetan. The research utilizing qualitative-
descriptive method to explore the participatory process 
of Bogoarum Village in handling the Covid-19 pandemic 
through the Kampung Tangguh Program. The data were 
collected through various techniques, including in-depth 
interviews, observation, and secondary data. This study 
found that the strategy to overcome the pandemic adopted 
three principles of community development encompassing 
human orientation, various forms community of participation 
practices such as “warung gotong royong,” “jimpitan” and 
“Bank Sampah.”. Moreover, this study also found that the 
participation of those members is included on three highest 
levels of Arnstein’s ladder of citizen participation consisting 
of partnership, delegated power, and citizen control. The 
partnership level is achieved as community members and 
authorities are in equal position in the decision-making 
process which is common in jimpitan and bank sampah 
programs. The delegated power level is found on catfish 
cultivation and hydroponic vegetable as well as controlling 
the implementation of health protocol programs which 
involve the participation of community members from 

ABSTRAK Artikel ini menjelaskan penerapan pendekatan 
berbasis komunitas (community-based) approach yaitu 
Kampung Tangguh Semeru sebagai sebuah strategi 
untuk mengatasi krisis yang terjadi akibat pandemic 
covid-19. Pendekatan ini mensyaratkan partisipasi aktif 
dari anggota komunitas dalam mencegah penyebaran 
virus dan penanganan dampaknya. Pertanyaan yang 
sering muncul terkait dengan proses partisipasi ini adalah 
sejauh mana anggota komunitas tersebut dilibatkan 
dalam penerapannya. Penelitian dilakukan di Desa 
Boroagum, Magetan, dengan menggunakan metode 
kualitatif-deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa 
penerapan program Kampung Tangguh Semeru sudah 
mengadopsi tiga prinsip utama dalam pemberdayaan 
masyarakat yaitu berorientasi pada manusia, partisipasi 
dan kemandirian, misalnya dalam pelaksanaan program 
jimpitan, warung gotong-royong dan bank sampah. 
Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
partisipasi warga dalam program Kampung Tangguh 
Semeru termasuk dalam tiga tingkatan tertinggi dari 
teori tangga partisipasi Arnstein yaitu kemitraan, kuasa 
yang didelegasikan dan kendali warga. Level kemitraan 
bisa dijumpai pada program jimpitan dan bank sampah 
yang proses penetapannya dilakukan secara bersama-
sama oleh warga dan pemerintah desa. Level delegasi 
kekuasaan dilakukan pada saat penentuan ide atau 
inovasi untuk perencanaan program budidaya lele, sayur 
hidroponik dan patroli protokol kesehatan diserahkan 
sepenuhnya pada warga desa. Penerapan level partisipasi 
kuasa atau kendali warga bisa dilihat pada program 
warung gotong royong dimana warga secara mandiri 
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the planning to their implementation. Citizens’ power at 
the highest level of participation is adopted in warung 
gotong royong program as the community members have 
managerial power, ranging from planning, implementation, 
to benefits gained from the program.

mampu mengelola sendiri warung tersebut, mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, dan menikmati hasil dari 
beroperasinya warung. 

PENGANTAR
Menjelang akhir tahun 2021, laju 

penyebaran dan penularan virus corona 
gelombang kedua di Indonesia menunjukan 
penurunan. Hal ini ditunjukkan dari data 
yang diambil situs resmi pemerintah terkait 
dengan peta sebaran pandemi Covid-19 
yang semakin melandai, yaitu tidak sampai 
seribu kasus positif perharinya (Pemerintah, 
2022). Laporan Johns Hoppkins Research 
Institute, juga menunjukan bahwa angka 
kematian akibat terpapar virus covid-19 juga 
menunjukan penurunan, sebaliknya angka 
kesembuhan mengalami peningkatan.

Gambar 1 Grafik Tren Kematian baru akibat Covid-19 
dikonfirmasi setiap hari Januari-Desember 2021

(Sumber: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data)

Berdasarkan fakta tersebut berbagai 
media menganggap bahwa hal ini terjadi 
karena upaya atau strategi yang dilakukan oleh 
pemerintah melalui kebijakan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
mikro berhasil mengendalikan penyebaran 

virus corona yang menjadi penyebab 
munculnya pandemic covid-19 (Ikhsan, 2021; 
Maliana dan Putranto, 2021; Rauf, 2021). 
Merujuk hal tersebut, Hayami dkk (2022) 
menguji efektifitas PPKM Mikro dengan 
menggunakan Algoritma Naïve Bayes dan 
berhasil menujukan bahwa PPKM mikro 
terbukti efektif mampu menurunkan laju 
pertumbuhan covid-19 dengan kategori 
tinggi dari 70% menjadi 25%. Penelitian yang 
menggunakan pengujian Machine Learning 
tersebut juga menunjukan bahwa tren laju 
kasus covid-19 dengan kategori rendah juga 
mengalami kenaikan sejak diberlakukannya 
PPKM mikro.  Hal ini menunjukan bahwa 
diberlakukannya PPKM berpengaruh 
signifkan pada pengendalian laju kasus 
covid-19 di Indonesia.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) mikro ditetapkan 
berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Nomor 03 Tahun 2021 mengenai Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat Mikro (Pemerintah, 
2022). Kebijakan PPKM mikro ini diterapkan 
dengan menggunakan pendekatan berbasis 
komunitas dengan cara mengoptimalkan 
keterlibatan dan partisipasi masyarakat 
hinggal ke level pemerintahan yang paling 
rendah yaitu RW dan RT. Partisipasi dari 
masyarakat ini dimobilisasi dengan cara 
mendirikan Pos Komando (posko) Penanganan 
Covid-19 dari tingkat Desa dan Kelurahan 
hingga tingkat RT/RW. Beberapa tugas dari 
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posko PPKM mikro yang harus dilakukan 
adalah pencegahan, penanganan, pembinaan, 
dan pendukung pelaksanaan penanganan 
Covid-19 di berbagai level pemerintahan 
tersebut.  Kebijakan PPKM mikro juga 
ditetapkan oleh pemerintah Indonesia atas 
rekomendasi dari World Health Organization 
(WHO) yang menganjurkan pemerintah di 
semua negara untuk melibatkan partisipasi 
dari komunitas atau masyarakat lokal dalam 
penanganan pandemic covid-19 (WHO, 2020; 
World Health Organization, 2020).

Tidak hanya PPKM saja, tetapi berbagai 
strategi lain yang menggunakan pendekatan 
atau metode berbasis komunitas dianggap 
cukup efektif diterapkan dalam penanganan 
pandemic covid-19. Beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa beberapa daerah di 
Indonesia yang menerapkan strategi ini cukup 
mampu mengendalikan penyebaran virus 
dan menurunkan angka terkonfirmasi positif 
covid-19. Di Bali partisipasi masyarakat lokal 
dimobilisasi oleh lembaga dan aktor didalam 
desa adat. Strategi ternyata mampu menjaga 
kedisiplinan anggota desa adat dalam 
menjalankan protokol Kesehatan (Agustina, 
2020; Artajaya dan Wiasta, 2020; Puspawati 
dkk, 2020; Sukamerta, 2020). Di daerah lain, 
pemerintah daerah menggunakan beberapa 
istilah untuk menyebut strategi berbasis 
komunitas yang diimplementasikan dalam 
penanganan pandemic covid-19, misalnya 
Jogo Tonggo di Jawa Tengah dan Kampung 
Tangguh Semeru di Jawa Timur (Fariha dkk., 
2020; Megasari dkk., 2020; Tyesta, 2020). 

Tidak hanya di Indonesia, di beberapa 
negara lain juga menerapkan strategi 
berbasis komunitas untuk mencegah 
penyebaran virus corona dan juga mengatasi 
dampak dari pandemic covid-19. Dalam 

penerapan strategi tersebut, misalnya di 
Cina dan Italia komunitas lokal dilibatkan 
untuk menciptakan ketahanan sosial dan 
ekonomi pada saat kebijakan lockdown yang 
diterapkan (Miao dkk., 2021; Zollet dkk., 
2021) atau contoh lain misalnya di Afrika 
untuk menciptakan ketahanan pangan pada 
saat ada anggota komunitas yang sedang 
melakukan karantina atau isolasi mandiri 
(Gerard dkk., 2020). Bahkan jauh sebelum 
pandemic covid-19 merebak, di Afrika Selatan 
keterlibatan komunitas lokal terbukti efektif 
dalam penanganan pandemi virus Ebola 
(Anoko dkk., 2020; Marshall, 2016).

Meskipun sudah banyak penelitian 
yang menunjukkan bagaimana pendekatan 
berbasis komunitas diterapkan dalam 
penanganan pandemi, termasuk salah 
satunya pandemi covid-19, tetapi masih 
sedikit penelitian yang mengkaji secara 
lebih dalam pada tataran teoritis mengapa 
pendekatan tersebut sangat efektif bila 
diimplementasikan. Penelitian yang telah 
dilakukan sebagian besar mengungkap secara 
deskriptif ataupun teknis bagaimana praktik 
dari penerapan berbagai strategi berbasis 
komunitas tersebut di lapangan. Untuk itu 
penelitian ini dilakukan salah satunya untuk 
menjawab pertanyaan tersebut dengan 
menggunakan teori partisipasi dari Sherry 
Arnstein. Sebagai contoh kasus, penelitian 
ini juga akan mengungkap penerapan salah 
satu pendekatan berbasis komunitas di Jawa 
Timur yaitu program Kampung Tangguh 
Semeru. Dalam implementasinya program 
ini melibatkan banyak pihak dalam merespon 
krisis yang muncul akibat pandemi covid-19 
diantaranya adalah pemerintah, masyarakat, 
akademisi, pengusaha, dan media untuk 
merespon krisis pandemi Covid-19 di tingkat 
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lokal (Fariha dkk., 2020; Megasari dkk., 
2020). Hasil penelitian ini bisa digunakan 
sebagai contoh untuk menjelaskan secara 
teoritis bagaimana pendekatan berbasis 
komunitas digunakan dalam penanganan 
krisis, termasuk pandemi. Lebih lanjut, hasil 
penelitian juga bisa digunakan sebagai acuan 
ataupun pembanding model atau strategi 
alternatif penanganan krisis yang berbasis 
komunitas dengan model lainnya. 

Desa Bogoarum dipilih menjadi lokasi 
penelitian karena sebelumnya termasuk 
salah satu desa dengan zona merah di Kab. 
Magetan. Beberapa warganya terinfeksi 
virus corona dari cluster Pondok Pesantren 
Al-Fatah, Temboro. Akan tetapi, berkat 
partisipasi aktif dan kerjasama warga desa dan 
aparat melalui program Kampung Tangguh 
Semeru, Desa Bogoarum berhasil menjadi 
zona hijau melalui berbagai inovasi yang 
dilakukannya dalam penanganan pandemi 
covid-19 (Candra, 2020; Rosihan, 2020). 
Tidak mengherankan bila Desa Bogoarum 
sering dijadikan sebagai daerah percontohan 
daerah lain dalam penanganan pandemi 
covid-19 yang menggunakan pendekatan 
berbasis komunitas.

Strategi atau pendekatan berbasis 
komunitas banyak diadopsi dalam 
penerapan program pembangunan maupun 
pemberdayaan masyarakat. Kenny (2006) 
menjelaskan pemberdayaan masyarakat 
sebagai suatu proses, tugas, praktik, dan visi 
untuk membuat komunitas atau masyarakat 
berdaya atau memiliki kemampuan untuk 
bertanggungjawab secara kolektif atas 
pembangunan yang sedang mereka jalankan 
untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. 
Penerapan strategi atau pendekatan berbasis 
komunitas paling tidak harus mengadopsi 

tiga prinsip utama dalam penerapannya 
yaitu berorientasi pada manusia (human 
orientation), partisipasi dan pemberdayaan 
(empowerment) (Boulet, 2020; Dizon, 
2012; Kenny, 2006; Korten dan Carner, 
1984; Swanepoel dan De Beer, 2006). Tiga 
prinsip utama ini sebenarnya tidak bisa 
dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. 
Penerapan salah satu prinsip akan terkait 
atau harus juga menerapkan prinsip yang 
lainnya. Lebih lanjut, ketiga prinsip ini bukan 
hanya merupakan pedoman dalam proses 
penerapan strategi, tetapi sekaligus juga 
menjadi tujuan dari diimplementasikannya 
strategi atau pendekatan berbasis komunitas. 
Pertama, orientasi kepada manusia (human 
orientation) merujuk pada prinsip bahwa 
segala aktifitas atau program pembangunan 
yang dilakukan harus selalu menempatkan 
manusia sebagai tujuan utamanya, misalnya 
untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya 
baik berupa kebutuhan fisik maupun 
psikis (Swanepoel dan De Beer, 2006). 
Lebih lanjut, Kenny (2006) menjelaskan 
bahwa prinsip human orientation merujuk 
pada upaya untuk memastikan individu 
keluar dari kondisi ketidakadilan dalam hal 
aksesibilitas terhadap sumber (misalnya, 
akses pada sumber ekonomi, fasilitas 
Kesehatan, dan pendidikan) dan juga 
kewenangan dalam pengambilan keputusan. 
Bila prinsip yang berorientasi pada manusia 
tersebut bisa dicapai maka prinsip kedua 
yaitu empowerment (keberdayaan atau 
pemberdayaan) berarti juga tercapai. Hal ini 
terjadi karena keberdayaan menunjukkan 
sebuah kondisi di mana individu atau 
komunitas mampu melakukan kontrol 
terhadap informasi, pengetahuan, sumber 
daya, dan relasi sosial yang dimiliki untuk 
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mengambil keputusan dalam rangka 
mencapai kehidupan yang lebih baik (Kenny, 
2006; Swanepoel dan De Beer, 2006). 

Prinsip ketiga yaitu partisipasi 
bisa jadi merupakan pedoman utama 
untuk mencapai dan juga menerapkan 
kedua prinsip sebelumnya yaitu human 
orientation dan empowerment. Semua 
proses pembangunan atau aktivitas lain 
yang menggunakan strategi atau pendekatan 
berbasis komunitas harus mengadopsi 
prinsip partisipasi dalam penerapannya. 
Dalam prosesnya, prinsip partisipasi ini 
harus melibatkan anggota komunitas secara 
aktif yang sekaligus mencerminkan adanya 
keberdayaan mereka serta penerapan dari 
prinsip human orientation. Penjelasan terkait 
dengan konsep partisipasi sangat banyak 
dan beragam. Penelitian ini merujuk pada 
pengertian partisipasi terkait dengan kadar 
atau derajat keterlibatan komunitas dalam 
penangangan penyebaran dan dampak 
pandemi Covid-19. Idealnya komunitas 
dilibatkan secara maksimal dalam aktifitas 
tersebut. Swanepoel dan Beer (2006, p. 9) 
memberikan argumentasi bahwa ‘komunitas 
tidak boleh dimobilisasi jika hanya memainkan 
peran minor/kecil dalam sebuah proyek dan 
untuk ditempatkan dalam posisi subordinat 
terhadap pihak lainnya seperti birokrat, 
funding, dan professional. Jika komunitas 
bukan menjadi pemain utama (role-players), 
maka ada yang salah dalam proses partisipasi 
mereka’.

Salah satu teori tentang partisipasi 
diungkapkan oleh Sherry Arnstein dengan 
menggunakan tangga sebagai perumpamaan 
atau metafora untuk menggambarkan 
tingkatan atau kategori pelibatan atau 
partisipasi warga dalam proses pengambilan 

keputusan. Meskipun teori klasik ini sudah 
lebih dari 50 tahun ditulis oleh Arnstein, 
tetapi hingga kini teori tangga partisipasinya 
masih banyak digunakan sebagai alat analisis 
dalam berbagai kajian misalnya, perencanaan 
kebijakan (Slotterback dan Lauria, 2019), 
perumahan (housing) (Sampson, 2005; 
Suszyńska, 2015), kesehatan (Dukhanin et 
al., 2018; Frankena dkk., 2015), Pendidikan 
(Bovill dkk., 2009; Varwell, 2022b, 2022a) 
dan pemberdayaan masyarakat (Burns dkk., 
2004). Hal ini membuktikan bahwa teori 
partisipasi dari Arnstein masih relevan 
digunakan untuk mengkaji penerapan dari 
strategi atau program pembangunan yang 
harus melibatkan partisipasi dari anggota 
komunitas ataupun masyarakat secara lebih 
luas. 

Di lain pihak, beberapa kritik juga dituju-
kan pada teori partisipasi Arnstein. Pertama, 
Teori Arnstein dianggap tidak memasukan 
aspek trust yang bisa jadi mempengaruhi 
redistribusi kekuasaan (power) yang 
diperlukan dalam proses pelibatan atau 
partisipasi warga (Slotterback dan Lauria, 
2019). Kedua, Arnstein mengabaikan faktor 
eksternal yang bisa mempengaruhi proses 
pelibatan warga (Choguill, 1996). Ketiga, 
tingkat tertinggi dalam tangga partisipasi 
Arnstein akan susah dicapai dalam dinamika 
kekuasaan di negara-negara non-western 
(Sieber, 2006). Di negara-negara ini 
partisipasi biasanya berlangsung secara 
top-down atau melalui perantara. Keempat, 
hasil dari pelibatan atau partisipasi warga 
saja tidak menjamin terwujudnya keadilan 
sosial, namun juga tergantung pada faktor 
lain, misalnya motivasi dari pemegang 
kekuasaan dan akses pada informasi yang 
tidak setara (Carver, 2001). Kelima, dalam 
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aspek pengambilan keputusan, tangga dari 
Arnstein tidak menunjukan apa saja peran, 
tanggungjawab, dari individu, komunitas dan 
otoritas atau pemegang kekuasaan terlibat 
atau berpartisipasi (Collins dan Ison, 2006). 
Keenam, penggalan antar tingkatan tangga 
dalam model partisipasi Arnstein bersifat 
dikotomi, misalnya antara tangga manipulasi 
dan terapi. Hal ini mengabaikan proses 
partisipasi yang bisa jadi sangat kompleks 
dan terdiri dari banyak atau beragam lapisan 
atau tingkatan (Carpentier, 2016).

Meskipun beragam kritikan ditujukan pada 
Arnstein, namun teori partisipasinya ternyata 
masih banyak digunakan sebagai pustaka 
dalam kegiatan penelitian maupun diadopsi 
menjadi strategi atau pendekatan dalam 
penetapan kebijakan maupun perencanaan. 
Teori partisipasi Arnstein juga digunakan 
sebagai pijakan awal (starting point), acuan 
atau pembanding (bench marking) dengan 
teori partisipasi yang lain. Sebagai kajian 
pustaka atau alat analisis maupun sebagai 
strategi, teori Arnstein diterapkan dalam 
beberapa cara. Pertama, mengadopsi atau 
menerapkan teori partisipasi Arnstein secara 
langsung dalam bentuk aslinya (original). 
White (2021), misalnya menggunakan teori 
Arnstein untuk mendesain ruang di daerah 
perkotaan yang berkelanjutan (sustainable 
urban design). Lebih lanjut, Chawa (2019) 
menggunakan tangga partisipasi Arnstein 
sebagai model atau mekanisme yang 
dapat digunakan untuk mendistribusikan 
kekuasaan dalam penerapan program 
pemberdayaan masyarakat. Kedua, beberapa 
upaya juga dilakukan beberapa peneliti 
dalam mengadopsi tangga partisipasi 
Arnstein, di antaranya adalah dengan cara 
mengurangi atau menambahkan jumlah 

tangga (Martín, 2014), memodifikasi atau 
mengubah bentuknya menjadi lingkaran 
karena mengasumsikan bahwa partisipasi 
tidak seharusnya dalam bentuk hirarki 
(Dooris dan Heritage, 2013), serta melakukan 
adaptasi dengan cara mengganti konsep yang 
digunakan oleh Arnstein untuk disesuaikan 
dengan konsep yang digunakan oleh peneliti, 
misalnya konsep dalam pemberdayaan 
masyarakat (Burns, Heywood, Taylor, Wilde, 
& Wilson, 2004) dan keterlibatan murid 
dalam proses pembelajaran (Varwell, 2022a). 
Dari kedua cara menggunakan teori tangga 
partisipasi Arnstein tersebut, penelitian ini 
mengadaptasi model tangga partisipasi dalam 
bentuk aslinya yaitu dengan menempatkan 
bentuk-bentuk partisipasi yang ditemukan 
sesuai dengan tingkatan yang terdapat dalam 
tangga partisipasi. 

Gambar 2 Tangga Partisipasi dari Arsntein

(Sumber: Arsntein, 1969)

Secara spesifik Arnstein (1969; 1975) 
mengungkap ada delapan tingkatan untuk 
mengukur kadar atau derajat partipasi 
komunitas dalam suatu aktivitas atau 
program pembangunan. Indikator yang 
digunakan berhubungan dengan sejauh 
mana komunitas memiliki kekuasaan (power) 
dalam menentukan rencana dan atau suatu 
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program pembangunan. Kedelapan tingkatan 
tersebut diilustrasikan pada gambar 1.

Dari delapan tangga partisipasi tersebut, 
secara garis besar dapat dikelompokan 
menjadi tiga derajat partisipasi. Derajat 
partisipasi paling bawah yaitu tidak ada 
partisipasi (non-participation) terdiri dari 
derajat partisipasi manipulasi dan terapi. 
Metode yang paling bawah ini tidak memiliki 
tujuan untuk memberdayakan warga atau 
komunitas agar mampu berpartisipasi dalam 
perencanaan atau penerapan program, 
tetapi sebaliknya untuk memampukan 
pemegang kekuasaan (power holders) 
untuk mendidik dan menyembuhkan atau 
mengobati anggota komunitas. Pada tangga 
pertama yaitu manipulasi tidak ada proses 
komunikasi ataupun dialog yang berlangsung 
antara pemegang kekuasaan dan komunitas. 
Pada derajat terapi, meskipun sudah 
komunikasi antara kedua belah pihak, tetapi 
inisiatif datang terlebih dulu dari pemegang 
kekuasaan dan hanya berlangsung satu arah 
saja.

Derajat partisipasi kedua yaitu tokenism 
menunjukkan sudah ada upaya pelibatan 
partisipasi dari warga atau komunitas untuk 
menyuarakan aspirasi mereka. Akan tetapi, 
anggota komunitas tidak mampu atau 
berkuasa untuk menjamin bahwa aspirasi 
atau perspektif mereka akan didengarkan 
atau diperhatikan oleh power holders. 
Termasuk di dalam derajat tokenism ada tiga 
derajat partisipasi yaitu informasi, konsultasi 
dan penentraman. Pada tangga informasi 
proses komunikasi sudah berlangsung lebih 
intensif, tetapi hanya berlangsung satu arah 
tanpa memberikan kesempatan kepada 
anggota komunitas untuk memberikan 
masukan (feedback), seperti dalam kegiatan 

sosialisasi dan pengumuman. Pada tangga 
keempat konsultasi, proses komunikasi 
sudah berlangsung dua arah dengan 
memberikan kesempatan bagi anggota 
komunitas untuk memberikan masukan, 
misalnya melalui dengar pendapat atau 
diskusi publik. Meskipun begitu, proses 
diskusi yang dilakukan hanya bersifat 
formalitas atau ritual yang berarti sudah 
ada mekanisme penyampaian masukan dari 
anggota komunitas dan ada harapan bahwa 
masukan tersebut akan didengarkan, tetapi 
tetap saja tidak ada jaminan bahwa masukan 
tersebut akan dilaksanakan. Pada tangga 
penentraman, dialog dan negosiasi antara 
pemegang kekuasaan dan komunitas sudah 
berjalan dengan baik, pemberian feedback 
secara signifikan dari komunitas juga sudah 
dilakukan dalam penetapan suatu kebijakan, 
tetapi proses pengambilan keputusan masih 
tetap dipegang oleh powerholders. 

Derajat partisipasi ketiga paling tinggi 
adalah kuasa warga atau komunitas (citizen 
power), ada tiga tangga yaitu kerjasama, 
kuasa yang didelegasikan, dan kendali warga. 
Partisipasi pada tangga ini memungkinkan 
warga atau komunitas untuk terlibat dalam 
proses pengambilan keputusan dalam posisi 
sejajar dengan pemegang kekuasaan melalui 
mekanisme kemitraan (partnership), mampu 
mengarahkan bentuk kebijakan dengan 
cara mendelegasikan kekuasaan (delegated 
power) karena warga atau komunitas sudah 
menguasai sebagian besar ‘kursi’ atau 
ruang pengambilan keputusan. Derajat 
partisipasi paling tinggi akan dicapai jika 
warga atau komunitas sudah memiliki 
kekuasaan secara penuh dalam mengelola 
suatu kebijakan (managerial power), mulai 
proses menentukan, menerapkan dan juga 
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menikmati hasil dari diterapkannya sebuah 
kebijakan. 

Meskipun membagi derajat partisipasi 
dalam beberapa tangga, namun Arnstein 
menggarisbawahi ide utamanya tentang 
partisipasi. Bagi Arnstein, partisipasi hanya 
akan menjadi sebuah proses yang sia-sia 
dan membuat frustasi apabila dalam proses 
tersebut tidak ada redistribusi kekuasaan 
pada warga atau komunitas marjinal. 
Penjelasan ini sekaligus menegaskan 
bahwa konsep partisipasi akan selalu 
terkait atau berhubungan dengan konsep 
kekuasaan (power) (S. Arnstein, 1969; 
Guaraldo Choguill, 1996; Sherbini, 1986). 
Penelitian ini mengasumsikan bahwa 
penerapan strategi berbasis komunitas 
untuk mencegah penyebaran virus dan 
menangani dampak negative dari pandemi 
covid-19 akan mencapai hasil yang maksimal 
atau efektif bila dalam penerapannya 
mengadopsi derajat partisipasi paling tinggi 
dari Arnstein yaitu citizen power atau kuasa 
warga. Proses partisipasi pada tahap ini 
harus secara maksimal memberikan kontrol 
atau kekuasaan pada anggota komunitas 
sehingga mereka secara mandiri atau 
berdaya (empowerment) mampu melakukan 
penanganan pandemi covid-19 tanpa selalu 
tergantung pada pihak luar (outsiders).

Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan 
penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan 
gambaran yang komprehensif terkait dengan 
kejadian ataupun kehidupan sehari-hari 
yang dialami oleh individu ataupun kelompok 
(Bungin, 2010; Lambert dan Lambert, 2013). 
Berdasarkan penjelasan tentang pendekatan 
deskriptif kualitatif tersebut, penelitian 
ini dilakukan untuk mengungkap dan 

memberikan gambaran yang komprehensif 
tentang proses partisipatif aktif dari warga 
Desa Bogoarum dalam menangani pandemi 
Covid-19 melalui Program Kampung Tangguh 
Semeru. Penelitian ini menggunakan teknik 
purposive dalam menentukan informan. 
Teknik ini memberi kesempatan bagi 
peneliti untuk memilih dan menentukan 
informan berdasarkan pengetahuan yang 
dimilikinya tentang karakteristik informan 
yang dibutuhkan dalam penelitian (van den 
Berg, 2010). Sejumlah 15 orang informan 
dipilih dalam penelitian ini berdasarkan 
pengetahuan, tanggung jawab, dan 
keterlibatan mereka secara langsung dalam 
penerapan Program Kampung Tangguh 
Semeru. Informan tersebut terdiri dari 
Kepala Desa dan aparatnya desa, warga 
desa yang menjadi pengurus Pos Pelayanan 
Terpadu (POSYANDU), anggota posko PPKM 
mikro dan Pusat Informasi dan Konseling 
Remaja (PIK-R) serta pemuda desa yang 
tergabung dalam organisasi pemuda yang 
dikenal dengan istilah Karang Taruna.

Data penelitian ini dikumpulkan 
melalui tiga metode yaitu wawancara semi 
struktur, observasi dan dokumen. Metode 
wawancara dilakukan untuk mendapatkan 
data terkait dengan bentuk keterlibatan 
semua pihak dalam mencegah penyebaran 
virus covid-19 dan penanganan dampaknya. 
Data dari observasi diperoleh melalui 
kegiatan pengamatan untuk memperoleh 
data, misalnya bagaimana kelompok 
Karang Taruna terlibat untuk mengawasi 
pelaksanaan protokol kesehatan oleh 
warga desa serta pembatasan mobilitas 
melalui kegiatan siskamling. Observasi juga 
dilakukan untuk melihat aktivitas warga 
dalam mengelola program budidaya lele dan 



42 Kawistara, Vol. 13, No. 1, 30 April 2023: 34—55

kangkong. Data berupa dokumen diperoleh 
melalui review pustaka berupa jurnal dan 
buku terkait dengan pendekatan berbasis 
komunitas dalam penanganan krisis dan 
teori tangga partisipasi dari Arnstein. Salin 
itu, data sekunder juga berupa dokumen juga 
diperoleh dari sumber lain, misalnya berupa 
buku catatan yang berisikan nama-nama 
warga desa dan juga tamu atau pengunjung 
yang melakukan mobilitas keluar dan masuk 
desa selama PPKM mikro diterapkan. 

Teknik pengambilan data yang berbeda 
ini juga digunakan untuk menjamin 
validitas data penelitian melalui triangulasi 
sumber. Sebagai contoh, hasil wawancara 
menunjukan adanya partisipasi aktif dari 
anggota Karang Taruna dalam melakukan 
kontrol atau pengawasan dalam pelaksanaan 
protokol kesehatan. Data ini kemudian dicek 
dengan metode lain yaitu observasi dengan 
melakukan pengamatan secara langsung 
terkait aktivitas anggota Karang Taruna pada 
saat melakukan siskamling bersama warga 
dan berjaga di pos-pos yang merupakan jalan 
keluar dan masuk desa. 

Data penelitian ini dikumpulkan 
melalui tiga metode yaitu wawancara semi 
struktur sebagai sumber data utama dan 
didukung dengan data dari hasil observasi 
dan juga data sekunder (dokumen). Metode 
wawancara digunakan untuk memperoleh 
data terkait dengan partisipasi aktif yang 
dilakukan oleh warga Desa Bogoarum dalam 
penerapan Kampung Tangguh Semeru. 
Data dari hasil observasi juga penting 
untuk melihat secara langsung bagaimana 
program tersebut diterapkan sehari-hari 
oleh warga untuk menjalankan protokol 
kesehatan dan menangani warga desa yang 
terkonfirmasi positif virus Covid-19. Selain 

data primer, data sekunder berupa dokumen 
juga dikumpulkan untuk mendukung hasil 
penelitian seperti jurnal hasil penelitian 
dan juga semua informasi terkait dengan 
kebijakan penerapan Program Kampung 
Tangguh Semeru.

PEMBAHASAN
Efektivitas Penerapan Program Kampung 
Tangguh Semeru dalam Penanganan 
Pandemi Covid-19 Menurut Teori Partisipasi 
Sherry Arnstein.

Program kampung Tangguh Semeru 
merupakan salah satu program yang 
diusung oleh Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur dan Forkopimda yaitu Polda Jatim 
dan Kodam V/Brawijaya sebagai sarana 
penanganan pandemic serta dampak yang 
ditimbulkannya (Megasari dkk., 2020; N. 
I. Rahmawati dan Fattach, 2020). Dalam 
pelaksanaannya program ini kemudian 
berkembang menjadi program yang cukup 
efektif dan berhasil meningkatkan recovery 
rate selama pandemi. Hal ini dapat dilihat 
dari data yang menunjukan peningkatan 
persentase recovery rate yang berkorelasi 
positif dengan semakin bertambahnya 
jumlah program Kampung Tangguh Semeru 
yang ditetapkan selama tiga bulan, mulai 
Juni, Juli dan Agustus 2020 (Shabrina, 2021). 
Pada bulan Juni pada saat jumlah Kampung 
Tangguh Semeru nihil, angka recovery 
rate 14,21%, bulan Juli jumlah Kampung 
Tangguh Semeru 1559 angka recovery 
rate meningkat 45,61% dan pada bulan 
Agustus jumlah Kampung Tangguh Semeru 
meningkat jumlahnya sebanyak 2521 angka 
recovery rate meningkat 77,6% (Shabrina, 
2021). Artikel ini menunjukkan bahwa salah 
satu faktor yang menunjang keberhasilan 
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program Kampung Tangguh Semeru adalah 
penerapan pendekatan berbasis komunitas 
yang mensyaratkan partisipasi aktif dari 
warga. Artikel ini menunjukan bahwa salah 
satu yang membuat program ini berhasil 
adalah distibusi kuasa penerapan program 
yang adil serta upayanya dalam menerapkan 
pendekatan berbasis komunitas dalam 
setiap program kegiatan, sehingga program 
dijalankan dengan banyak dan melibatkan 
beberapa pihak yaitu pemerintah, akademisi, 
pihak swasta/perusahaan, dan juga media 
dalam melakukan penanganan pandemi 
covid-19 di level komunitas/desa (Fariha dkk, 
2020; Megasari dkk, 2020).

Penerapan Prinsip Human Orientation, 
participation, dan Empowerment

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
efektivitas penerapan Program Kampung 
Tangguh Semeru disebabkan sudah 
mengadopsi tiga prinsip utama dalam strategi 
atau pendekatan yang berbasis komunitas 
yaitu berorientasi pada pembangunan 
manusia (human orientation), partisipasi 
dan pemberdayaan.  Ketiga prinsip ini 
diterapkan pada hampir semua Program 
Kampung Tangguh Semeru yang terdiri dari 
beberapa program yaitu jimpitan, warung 
gotong royong, budidaya lele dan kangkung, 
pemantauan atau patroli pelaksanaan 
protokol Kesehatan (prokesh), pembatasan 
mobilitas warga, dan juga bank sampah. 
Program ini ditetapkan sebagai upaya untuk 
mencegah transmisi atau penyebaran virus 
corona dan juga mengatasi dampak ekonomi 
yang ditimbulkan. Dampak ini muncul karena 
warga tidak bisa menjalankan aktivitas 
ekonomi untuk mencari nafkah baik karena 
terkonfirmasi positif virus covid-19 dan harus 

dirawat di rumah sakit maupun menjalani 
isolasi mandiri maupun karena tidak bisa 
melakukan mobilitas karena ditetapkannya 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah. 

Pertama, penerapan prinsip human 
orientation pembangungan yang ber-
orientasi pada manusia dalam Program 
Kampung Tangguh Semeru bisa dilihat 
dari program jimpitan dan bank sampah. 
Jimpitan merupakan aktivitas donasi yang 
dilakukan secara sukarela dan bergotong 
royong antara semua warga desa. Jimpitan 
berasal dari Bahasa Jawa yaitu jimpit/jumput 
yang berarti mengambil suatu benda dalam 
jumlah sedikit dengan ujung jari (Sari et 
al., 2020; Setyawan dan Nuro’in, 2021). 
Dalam tradisi jimpitan warga desa biasanya 
menyisihkan sedikit/sejumput beras untuk 
diletakan di tempat khusus (kaleng kecil atau 
wadah dari plastik) yang diletakkan di depan 
rumah. Pada waktu yang telah ditentukan 
beras jimpitan ini akan diambil oleh ‘petugas’ 
yang biasanya melakukan ronda malam. Saat 
ini, selain beras, jimpitan bisa dirupakan 
uang receh dalam jumlah minimal yang 
telah disepakati bersama karena dianggap 
lebih praktis, mudah dikumpulkan dan tidak 
mudah rusak, misalnya bila terkena air pada 
saat musim hujan (Sari dkk., 2020). 

Program lain yaitu bank sampah yang 
merupakan kegiatan pengumpulan atau 
tabungan sampah plastik ataupun sampah 
lain yang memiliki nilai jual. Baik jimpitan 
maupun bank sampak sebenarnya merupakan 
program pemberdayaan masyarakat yang 
sudah diimplementasikan di Desa Bogoarum 
jauh sebelum pandemi covid-19 terjadi. 
Hasil dari jimpitan dan bank sampah 
digunakan untuk mencukupi kebutuhan 
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warga sendiri, misalnya membeli susu untuk 
balita dan vitamin, obat-obatan serta jamu 
untuk kelompok lanjut usia dalam kegiatan 
posyandu balita dan lansia. Lebih lanjut, 
hasil dari jimpitan dan penjualan sampah 
juga digunakan untuk memberi makanan 
bergizi tambahan bagi siswa Sekolah Dasar 
(SD) yang berada di Desa Bogoarum. Pada 
saat Desa Bogoarum ditetapkan sebagai zona 
merah dalam penyebaran virus corona, hasil 
dari jimpitan dan bank sampah dimobilisasi 
untuk menangani dampak ekonomi yang 
diakibatkan oleh meluasnya pandemi 
covid-19. Dampak ekonomi ini tidak hanya 
dialami oleh warga yang terkonfirmasi positif 
virus covid-19, tetapi warga lain yang tidak 
bisa mencari nafkah karena ditetapkannya 
PPKM. 

Hasil jimpitan dan bank sampak oleh 
warga Desa Bogoarum juga digunakan 
untuk mendirikan warung gotong royong. 
Dana yang diperoleh dari kedua program ini 
digunakan untuk mengelola warung gotong 
royong yang bertujuan untuk menyediakan 
segala kebutuhan konsumsi warga sehari-
hari, mulai dari sayur, lauk pauk dan sembako. 
Semua kebutuhan ini bisa didapatkan oleh 
warga desa secara gratis maupun ditukar 
dengan sampah plastik dan sampah yang 
memiliki nilai jual di warung gotong-royong. 
Layanan dari warung gotong-royong ini 
tentu sangat membantu warga desa yang 
tidak bisa mencari nafkah atau mendapatkan 
penghasilan karena terkonfirmasi positif, 
melakukan isolasi mandiri dan juga terbatas 
mobilitasnya karena diterapkannya PPKM.

Kedua, prinsip partisipasi juga 
diterapkan di hampir semua Program 
Kampung Tangguh Semeru. Partisipasi aktif 
warga desa dalam program jimpitan misalnya 

bisa dilihat dari keterlibatan kelompok 
pemuda karang taruna bahkan anak-anak 
sekolah usia SD dan SMP. Anak-anak ini 
berpartisipasi dengan cara mengumpulkan 
hasil jimpitan setiap harinya untuk kemudian 
diserahkan dan dikelola oleh kelompok 
karang taruna untuk dibelanjakan kebutuhan 
warung gotong royong dan kebutuhan warga 
desa lainnya. Pada program bank sampah, 
prinsip partisipasi bisa dilihat dari keterlibatan 
beragam kelompok masyarakat, mulai dari 
pengelola posyandu balita dan lansia, warga 
di setiap Rukun Tetangga (RT) dan juga warga 
sekolah dasar di Desa Bogoarum. Salah 
satu indikator yang bisa digunakan untuk 
melihat adanya partisipasi adalah adanya 
kesempatan dan keterlibatan warga dalam 
proses pengambilan keputusan (Ife, 2013; 
Swanepoel dan de Beer, 2006). Terkait dengan 
pengelolaan bank sampah, warga Desa 
Bogoarum secara mandiri mengintegrasikan 
program ini dengan program lain, misalnya 
pada program posyandu balita dan lansia, 
warga membawa sampah untuk langsung 
ditukar dengan makanan tambahan. Sampah 
yang dibawa warga ini selanjutnya dijual 
dan hasilnya digunakan untuk membeli 
makanan tambahan, begitu seterusnya. 
Pengelolaan bank sampah di Desa Bogoarum 
ini sedikit lebih sederhana dibandingkan 
tempat lain yang menggunakan manajemen 
lebih kompleks, misalnya dengan sistem 
tabungan sampah dengan beberapa orang 
pengurus yang mengelola tabungan tersebut 
(Asteria dan Heruman, 2016). Pengembangan 
pengelolaan bank sampah dengan cara 
mengintegrasikan dengan program lain ini 
ditetapkan atau diputuskan sendiri secara 
mandiri oleh warga desa yang mengelola 
program.
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Partisipasi aktif warga desa dan elemen 
masyarakat lainnya secara lebih luas dalam 
Program Kampung Tangguh Semeru bisa 
dilihat dalam program budidaya lele dan 
kangkung, patroli pelaksanaan prokesh 
serta pembatasan mobilitas warga desa 
melalui siskamling (sistem keamanan 
lingkungan). Pelaksanaan program ini 
melibatkan kerjasama dan kolaborasi dari 
semua stakeholder, termasuk masyarakat, 
pemerintah dan pihak swasta, yang diyakini 
cukup efektif dalam penanganan krisis akibat 
pandemi covid-19 (Mashuri dkk., 2020; Y. 
Rahmawati dkk., 2021). Pelaksanaan program 
budidaya lele dan kangkung hidroponik 
misalnya, tidak hanya melibatkan warga desa, 
khususnya karang taruna, tetapi pemerintah 
desa dan juga pihak swasta. Hal ini dijelaskan 
oleh salah seorang informan berikut ini:

….kami di sini menyumbang 
untuk ketahanan pangan dengan 
menyumbangkan tong yang dimanfaatkan 
untuk ternak lele dan diatasnya dibuat 
tanaman hidroponik. Terus ada bak-
bak sumbangan dari dinas peternakan 
dan bantuan dari kepolisian dan dinas 
sosial juga ada. Dari pabrik garmen 
dari Kecamatan Barat juga memberi 
sumbangan (Wawancara Kepala Desa 
Boroagum, 2021)

Program budidaya lele dan sayur 
hidroponik ini diharapkan bisa menjadi salah 
satu jalan keluar untuk mengatasi dampak 
ekonomi akibat pandemic. Program ini 
pada intinya menggabungkan dua kegiatan 
sekaligus yaitu beternak lele dan menanam 
sayur hidroponik dalam satu tempat 
sekaligus, biasanya dalam wadah/ember 
plastik atau tong seperti gambar berikut ini:

Gambar 3. Tong yang Digunakan Untuk Budidaya Lele 
dan Sayuran Organik

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021)

Hasil dan pembaha Gambar 3 di atas 
menunjukkan budidaya lele dan sayur 
hidroponik yang dilakukan oleh warga Desa 
Bogoarum. Warga bisa memanfaatkan satu 
tempat untuk melakukan dua kegiatan 
sekaligus yaitu budidaya lele yang dipelihara 
di dalam tong kemudian di atasnya ditanami 
sayuran hidroponik, misalnya kangkung. 
Program budidaya ini bisa dengan mudah 
mulai dilakukan oleh warga desa karena untuk 
awal kegiatan mereka mendapatkan bantuan 
berupa bibit lele, sayur dan juga peralatan 
budidaya dari Program Kampung Tangguh 
Semeru. Hasil panen dari budidaya ini 
dikonsumsi secara pribadi untuk kebutuhan 
warga sehari dan juga dibagikan ke warga 
desa lain yang membutuhkan. Bahkan apabila 
ada kelebihan hasil panen warga desa bisa 
menjualnya untuk menambah pendapatan 
keluarga. Partisipasi pemerintah desa 
dilakukan dengan cara memberikan bantuan 
berupa bibit sayur dan lele, sementara pihak 
swasta memberikan dukungan dengan 
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menyediakan tong untuk beternak lele dan 
memelihara kangkung hidroponik di atasnya. 

Lebih lanjut, partisipasi aktif warga desa 
dan elemen masyarakat lainnya juga terlihat 
dalam program pemantauan pelaksanaan 
prokesh dan siskamling. Kegiatan yang 
dilakukan yaitu anggota karangtaruna 
melakukan pengawasan atau razia pemakaian 
masker dengan melakukan patroli secara 
rutin yang bertempat di Balai Desa. Kegiatan 
ini juga melibatkan perangkat desa, TNI, dan 
anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas). 
Selain penggunaan masker, kontrol terhadap 
penerapan protokol kesehatan juga dilakukan 
melalui pembatasan mobilitas penduduk, baik 
dari dalam maupun keluar Desa Bogoarum. 
Untuk itu anggota karang taruna melakukan 
dua kegiatan utama yaitu melakukan aktivitas 
penyekatan di pintu keluar masuk desa dan 
mendirikan pos ronda dan bahasa lokalnya 
disebut tektur. Tektur merupakan bunyi yang 
dihasilkan oleh alat musik yang dibuat dari 
bambu (baca: kentongan) yang biasa dipukul 
oleh warga pada saat melakukan patrol Sistem 
Keamanan Lingkungan (SISKAMLING).  Pos 
ronda diaktifkan kembali untuk membatasi 
kegiatan warga desa, terutama di malam 
hari. Sementara itu kegiatan penyekatan di 
batas desa dilakukan selama 24 jam untuk 
memantau tempat dan tujuan warga desa 
yang pergi keluar desa dan mencatat tamu 
atau warga dari luar yang sedang berkunjung 
ke Desa Bogoarum. Hal ini dilakukan untuk 
memudahkan proses tracing jika muncul 
cluster baru konfirmasi positif covid-19.

Ketiga, prinsip pemberdayaan atau 
kemandirian (empowerment). Penerapan 
prinsip kemandirian sebenarnya merupakan 
outcome atau luaran dari diterapkannya kedua 
prinsip sebelumnya yaitu pembangunan 

yang berorientasi pada manusia dan 
partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan dari Program Kampung 
Tangguh Semeru di Desa Bogoarum telah 
berhasil memandirikan warga desanya dalam 
menangani penyebaran virus covid-19 dan 
penanganan dampak yang ditimbulkan. Salah 
satu contohnya bisa dilihat dari pengelolaan 
warung gotong royong yang sebenarnya 
merupakan wujud dari kemandirian warga 
mengelola bencana. Pengelolaan warung 
gotong royong ini sebenarnya mengadopsi 
tradisi lama masyarakat Indonesia dalam 
mengelola ketahanan pangan secara mandiri 
yaitu yang dikenal dengan istilah lumbung 
pangan. Masyarakat biasanya secara kolektif 
menyimpan sebagian daging atau hasil 
panen dari kebun atau sawah mereka dalam 
lumbung tersebut untuk persediaan bahan 
pangan mereka. Bahan pangan yang disimpan 
ini dapat diambil lagi oleh masyarakat 
ketika sedang membutuhkan sesuai dengan 
kebutuhan. Mekanisme lumbung ini kemudian 
diadopsi lagi untuk menciptakan ketahanan 
pangan masyarakat secara mandiri di masa 
pandemic covid-19 (MacRae dan Reuter, 
2020; Pramudita dkk., 2020).

Selain kemandirian atau ketahanan 
ekonomi, warung gotong royong juga 
mengadopsi ketahanan sosial dalam konsep 
gotong-royong. Meskipun masih ada 
pendapat pro dan kontra, namun strategi 
gotong royong selama ini diyakini masih 
menjadi upaya kolektif yang cukup efektif 
untuk mengatasi mewujudkan ketahanan 
sosial masyarakat dalam mengatasi masalah 
sosial dan kondisi krisis yang terjadi di 
masyarakat, salah satunya di masa pandemic 
(Bowen, 1986; Suwignyo, 2019). 
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Mendelegasikan kekuasaaan kepada komunitas 
dalam Program Kampung Tangguh Semeru: 
Analisis Tangga Partisipasi Sherry Arnstein

Warga Desa Bogoarum mampu mencegah 
penyebaran virus dan menangani dampak 
pandemi melalui program Kampung Tangguh 
Semeru. Desa Bogoarum bahkan menjadi 
pilot project dan juga contoh desa lain karena 
berhasil menerapkan program Kampung 
Tangguh Semeru dengan secara mandiri 
mampu mengendalikan laju penyebaran 
virus dan mengangani dampaknya. Sebelum 
program ini diterapkan, Desa Bogoarum 
tergolong zona merah karena potensi 
penyebaran virusnya cukup tinggi. Hal ini 
dikarenakan ada dua pondok pesantren 
yang berada di sekitar desa yaitu Pondok 
Pesantren Temboro dan Pondok Pesantren 
Kyai Mansur. Bahkan Pondok Pesantren 
Temboro pernah menjadi cluster baru 
penyebaran virus corona (Hariyanto, 2020). 
Penelitian ini menunjukkan bahwa Program 
Kampung Tangguh Semeru terbukti cukup 
efektif diterapkan dalam penanganan wabah 
pandemi covid-19 di Desa Bogoarum. Desa ini 
berhasil menjadi desa percontohan karena 
berhasil menurunkan status zona merah 
menjadi zona hijau melalui berbagai program 
yang diterapkannya selama PPKM Mikro 
(Candra, 2020; Rosihan, 2020). Selain Program 
Kampung Tangguh Semeru, beberapa 
program desa lain yang menggunakan 
strategi atau pendekatan berbasis komunitas 
seperti Jogo Tonggo di provinsi Jawa Tengah 
juga dianggap efektif dalam menangani 
pandemi covid-19 (Susanto, 2021). 
Pendekatan berbasis komunitas diterapkan 
dengan tujuan agar suatu komunitas atau 
masyarakat bisa berdaya atau secara mandiri 
mampu menangani beragam masalah yang 

muncul terkait pandemi covid-19. Dengan 
menggunakan teori tangga atau derajat 
partisipasi dari Sherry Arnstein, penelitian 
ini mengungkap bahwa partisipasi aktif 
dari warga desa menjadi faktor atau kunci 
yang menentukan keberhasilan penerapan 
berbagai program yang berbasis komunitas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
masyarakat Desa Boroagum secara tidak 
langsung berhasil menjalankan derajat 
partisipasi paling tinggi yaitu derajat kuasa 
komunitas (citizen power) dalam teori 
partisipasi Sherry Arnstein. Partisipasi 
dalam derajat kuasa komunitas tersebut 
diilustrasikan dalam Gambar 3. Dalam 
gambar tersebut diilustrasikan bagaimana 
ketiga tangga partisipasi tertinggi dari 
Sherry Arnstein diimplementasikan dalam 
beberapa program yang tercakup dalam 
Program Kampung Tangguh Semeru di 
Desa Bogoarum yaitu tangga partnership, 
delegated power, dan citizen control.

Menurut Arnstein, tangga partnership 
atau kemitraan tercapai apabila anggota 
komunitas sudah berpartisipasi secara aktif 
dalam proses pengambilan keputusan sebuah 
program atau kebijakan serta dilakukan dalam 
posisi sejajar dengan pemegang kekuasaan. 
Derajat partisipasi kemitraan ini dapat dilihat 
dalam implementasi program budidaya lele 
dan sayur hidropinik atau kangkung seperti 
yang dijelaskan oleh salah seorang informan 
berikut ini:

---.kami disini menyumbang untuk 
program ketahanan pangan yaitu tong 
untuk ternak lele yang diatasnya ditanami 
kangkung….selain tong ada juga bak-bak 
sumbangan dari dinas peternakan dan 
bantuan dari kepolisian dan dinas sosial 
juga ada untuk ternak lele dan kangkung 
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juga. Dari pabrik Garmen di Kecamatan 
Barat juga memberi sumbangan dan… 
(Wawancara Kepala Desa Boroagum, 2021)

Informan menjelaskan bahwa implementasi 
program budidaya lele dan sayur kangkung 
melibatkan beberapa pihak yaitu pemerintah, 
pihak swasta dan warga Desa Bogoarum. 
Keterlibatan pihak lain yaitu pemerintah 
desa dan pihak swasta sifatnya adalah mitra 
dimana kedudukan semua pihak yang terlibat, 
termasuk warga desa bersifat sejajar dimana 
masing-masing memiliki kontribusi dan 
kewenangannya sendiri. Pemerintah desa dan 
pihak swasta misalnya berkontribusi untuk 
menyediakan fasilitas dan pendanaan yang 
diperlukan untuk menerapkan program. Lebih 
lanjut, pemerintah desa juga melakukan fungsi 
koordinasi untuk mempertemukan semua 
pihak dalam implementasi program. Meskipun 
demikian, sejak awal warga desa, terutama 
kelompok karang taruna, sudah dilibatkan 
dalam proses pengambilan keputusan dalam 
pemilihan dan penetapan program budidaya 
lele dan sayuran hidroponik yang bertujuan 
untuk menciptakan ketahanan pangan 
masyarakat selama pandemi covid-19.

Tangga partisipasi komunitas yang lebih 
tinggi yaitu pendelegasian kekuasaan 
(delegated power)

 Apabila anggota komunitas telah mampu 
mengarahkan bentuk kebijakan karena warga 
atau komunitas sudah menguasai sebagian 
besar ‘kursi’ atau kewenangan pengambilan 
keputusan. Partisipasi semacam ini 
nampak pada penerapan semua Program 
Kampung Tangguh Semeru yang diserahkan 
sepenuhnya atau didelegasikan kepada 
warga desa mulai dari jimpitan, budidaya lele 
dan sayuran hidroponik, patroli pelaksanaan 

protokol kesehatan (prokesh) dan warung 
gotong royong. Wujud pendelegasian 
kepada warga desa ini dilakukan mulai dari 
penetapan ide sebuah program hingga 
penerapannya, seperti yang dijelaskan oleh 
salah seorang informan berikut ini:

…sebenarnya warung gotong royong itu 
sudah dilakukan di desa yang lain, kami 
hanya mencontoh idenya….menurut 
kami cukup bagus dan bisa dilakukan di 
Bogoarum sih…makanya kami usulkan di 
rapat…..(wawancara Kelompok Karang 
Taruna, 2021)

Salah seorang informan menjelaskan 
contoh kewenangan mereka dalam 
menetapkan program warung gotong 
royong yang sepenuhnya merupakan ide 
dari warga desa. Selain warung gotong 
royong, program patroli kepatuhan protokol 
kesehatan dan pembatasan mobilitas 
penduduk, ide dan pelaksanaannya juga 
sepenuhnya didelegasikan pada warga desa, 
terutama kelompok pemuda atau karang 
taruna. Anggota Karang Taruna inilah yang 
menetapkan dan mengelola pelaksanaan 
patroli tektur (siskamling) secara bergiliran 
dan juga membuat dokumentasi berupa 
catatan nama-nama penduduk yang 
melakukan mobilitas kedalam dan keluar 
Desa Bogoarum. Selama pandemi, catatan 
ini sangat berguna untuk melakukan tracing 
warga yang terkonfirmasi positif covid-19 
sekaligus mencegah munculnya cluster baru.

Tangga partisipasi paling tinggi menurut 
Arnstein adalah kendali warga (citizen 
control). Tangga partisipasi ini akan dicapai 
jika warga atau komunitas sudah memiliki 
kekuasaan secara penuh dalam mengelola 
suatu kebijakan (managerial power), mulai 
proses menentukan, menerapkan dan juga 
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menikmati hasil dari diterapkannya sebuah 
kebijakan. Tangga paling tinggi ini bisa dilihat 
melalui partisipasi warga dalam mengelola 
warung gotong-royong. Warga desa berinisiatif 
atau memiliki ide untuk mengintegrasikan 
warung gotong-royong yang merupakan 
program baru dengan program pemberdayaan 
yang sudah ada sebelumnya yaitu jimpitan dan 
bank sampah. Hal ini dilakukan dengan tujuan 
untuk memastikan keberlanjutan warung 
gotong royong. Semua dana yang diperlukan 
untuk mengelola warung diperoleh secara 
swadaya dari hasil jimpitan dan bank sampah. 
Kemampuan manajerial inilah yang menurut 
Arnstein merupakan derajat partisipasi paling 
tinggi yaitu kendali warga. Kemampuan 
manajerial ini memungkinkan komunitas 
untuk secara penuh mengelola suatu kebijakan 
mulai proses menentukan, menerapkan dan 
juga menikmati hasil dari diterapkannya 
sebuah kebijakan.

Gambar 4 Skema penerapan derajat partisipasi Arnstein 
pada Program Kampung Tangguh Semeru Desa Boroagum

(Sumber: Data Analisis Peneliti, 2021)

Secara keseluruhan (lihat gambar 
4), partisipasi pada tangga tertinggi ini 
memungkinkan warga atau komunitas untuk 
terlibat dalam proses pengambilan keputusan 
dalam posisi sejajar dengan pemegang 
kekuasaan melalui mekanisme kemitraan 
(partnership), mampu mengarahkan bentuk 
kebijakan dengan cara mendelegasikan ke-
kuasaan (delegated power) karena warga atau 
komunitas sudah menguasai sebagian besar 
‘kursi’ atau ruang pengambilan keputusan. 
Derajat partisipasi paling tinggi akan dicapai 
jika warga atau komunitas sudah memiliki 
kekuasaan secara penuh dalam mengelola 
suatu kebijakan (managerial power), mulai 
proses menentukan, menerapkan dan juga 
menikmati hasil dari diterapkannya sebuah 
kebijakan.

SIMPULAN
Penelitian ini menggambarkan bentuk-

bentuk penerapan pendekatan berbasis 
komunitas (community-based approach) 
warga Kampung Tangguh Semeru dalam 
mengatasi krisis yang terjadi akibat pandemi 
covid-19. Pendekatan berbasis komunitas ini, 
salah satunya dikenal dengan pemberdayaan 
masyarakat, (community development) men-
syarat kan adanya partisipasi dari anggota 
komunitas atau warga. Akan tetapi, banyak 
pertanyaan kritis yang muncul dan ditujukan 
pada proses partisipasi warga atau komunitas 
ini, salah satunya adalah tentang sejauhmana 
mereka dilibatkan dalam penerapan program 
pemberdayaan atau pembangunan. Proses 
partisipasi dari warga ini termaktub dalam 
prinsip-prinsip utama yang harus diadopsi 
dalam penerapan program pemberdayaan 
masyarakat yaitu berorientasi pada manusia 
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(human orientation), partisipasi, dan 
kemandirian (empowerment). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan sejumla program Kampung 
Tangguh Semeru di Desa Bogoarum, 
seperti program jimpitan, budidaya lele, 
sayuran hidroponik dan bank sampah 
menunjukkan penerapan prinsip partisipasi 
dalam pembangunan berbasis (community 
based-approach) yang berorientasi pada 
manusia dan partisipasi. Prinsip human 
orientation bisa dilihat dari jenis program 
yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan 
semua warga yang dibutuhkan selama 
krisis. Semua program ini diterapkan 
dengan melibatkan hampir semua kelompok 
masyarakat, seperti anak-anak, pemuda 
dan ibu-ibu. Lebih lanjut, dukungan juga 
diperoleh dari berbagai pihak seperti 
pemerintah desa, dinas sosial, kepolisian 
dan pihak industri. Keterlibatan semua pihak 
ini merupakan penerapan prinsip partipasi 
dalam program pemberdayaan masyarakat. 
Implementasi dari prinsip human orientation 
dan partisipasi ini menghasilkan luaran yaitu 
kemandirian warga desa dalam mengatasi 
krisis akibat pandemi. 

Secara khusus, terkait dengan proses 
partisipasi, keterlibatan warga Desa Bogoarum 
dalam program Kampung Tangguh Semeru 
bisa dikategorikan ke beberapa tingkatan atau 
level dalam tangga partisipasi Arnstein yaitu 
kemitraan, delegasi kekuasaan dan kendali 
warga. Ketiga bentuk partisipasi ini termasuk 
dalam tiga tingkatan atau level tertinggi dalam 
tangga partisipasi Arnstein. Level kemitraan 
diilustrasikan dalam program jimpitan dan 
bank sampah yang proses penetapannya 
dilakukan secara bersama-sama oleh warga 
dan pemerintah desa. Pada program lain, 

yaitu budidaya lele, sayur hidroponik, dan 
patroli protokol kesehatan, ide perencanaan 
atau inovasinya diserahkan kepada warga 
desa. Partisipasi semacam ini dalam tangga 
partisipasi Arnstein termasuk dalam level 
delegasi kuasa. Lebih lanjut, level tertinggi 
dalam tangga partisipasi Arnstein yaitu kendali 
warga bisa dijumpai pada program warung 
gotong royong dimana warga secara mandiri 
mampu mengelola sendiri warung tersebut, 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 
menikmati hasil dari beroperasinya warung. 
Penelitian ini menunjukkan keberhasilan 
pendekatan atau strategi berbasis komunitas 
dalam menangani penyebaran virus dan 
dampak negatif dari pandemi covid-19. 
Keberhasilan strategi berbasis komunitas 
membutuhkan partisipasi aktif dari komunitas 
yang menjadi sasaran program pemberdayaan. 
Teori derajat partisipasi dari Arnstein 
digunakan untuk melihat sampai sejauhmana 
partisipasi aktif dari komunitas dilibatkan 
dalam penerapan program Kampung 
Tangguh Semeru dalam penanganan pandemi 
covid-19. Hasil penelitian mengungkap bahwa 
partisipasi dari warga Desa Bogoarum di 
program tersebut bisa dikategorikan dalam 
derajat paling tinggi yaitu kuasa komunitas 
(citizen power) baik dalam bentuk kemitraan 
(partnership), kuasa yang didelegasikan, dan 
kendali warga. Partisipasi kemitraan terwujud 
melalui kerjasama warga desa dengan berbagai 
pihak seperti pemerintah desa dan pihak 
swasta pada program budidaya lele dan sayuran 
hidroponik. Meskipun modal pengelolaan 
dan sarana prasana yang diperlukan untuk 
melaksanakan program tersebut didapat 
dari pihak luar, tetapi kemitraan yang terjalin 
antara warga desa dan beberapa pihak tersebut 
bersifat sejajar. Warga desa tidak hanya 
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dilibatkan dalam proses penerapan program, 
juga diberikan kesempatan untuk mengambil 
keputusan terkait dengan ide atau rencana 
program budidaya lele dan sayuran hidroponik 
serta program lainnya. Pada tangga Arnstein 
keleluasaan dalam pengambilan keputusan 
ini meningkat pada derajat pendelegasian 
kekuasaan (delegated power). Lebih lanjut, selain 
berpartisipasi dalam proses perencanaan dan 
penerapan program, warga desa Bogoarum 
juga memiliki keleluasaan dan kemampuan 
dalam mengelola serta mengembangkan 
program pemberdayaan untuk memastikan 
keberlanjutannya. Kemampuan manajerial ini 
berada pada derajat partisipasi paling tinggi 
yaitu kendali warga (citizen control) yaitu 
komunitas sudah memiliki kekuasaan secara 
penuh dalam mengelola suatu kebijakan mulai 
proses menentukan, menerapkan, dan juga 
menikmati hasil dari diterapkannya sebuah 
kebijakan.

Artikel ini menggambarkan contoh 
kasus yang menunjukkan bahwa penerapan 
strategi atau pendekatan berbasis komunitas 
akan berhasil apabila menerapkan tiga 
prinsip utama yaitu human orientation 
(berorientasi pada manusia), partisipasi 
dan pemberdayaan (empowerment). Ketiga 
prinsip ini sudah diadopsi dalam implementasi 
program pemberdayaan di Desa Bogoarum 
sebelumnya yaitu jimpitan dan bank sampah. 
Hal ini kemudian dilanjutkan pada saat kedua 
program diintegrasikan dengan program 
Kampung Tangguh Semeru. Hasil penelitian 
mengungkap contoh kecil tentang pentingnya 
mendistribusikan atau mendelegasikan kuasa 
(power) kepada komunitas sebagai salah satu 
cara paling efektif untuk memberdayakan 
komunitas. Dibutuhkan penelitian lebih 
lanjut pada level, konteks dan masalah yang 

berbeda untuk membangun pemahaman 
teoritis tentang model atau mekanisme yang 
bisa digunakan untuk mendelegasikan kuasa 
dalam implementasi program pemberdayaan 
masyarakat.

Terima Kasih kepada Badan Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat (BPPM) Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Brawijaya yang telah mendanai penelitian ini.
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